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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangannya kehadiran Notaris dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

menjamin kepastian hukum mengenai suatu perbuatan hukum tertentu, seperti dalam 

hal kegiatan usaha, hubungan keluarga seperti perkawinan dan pewarisan. Kepastian 

hukum dibutuhkan untuk menjamin hak serta kewajiban dari perbuatan hukum 

tertentu, untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. 

Mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk 

selanjutnya disebut UUD 1945). Prinsip dari Negara hukum adalah menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan1, maka segala perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi, harus sesuai 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tersebut tidak hanya memberikan 

kepastian hukum, melainkan juga memberi rasa keadilan, agar tidak ada warga negara 

yang merasa haknya direnggut.  

Notaris sebagai salah satu profesi yang memberi kepastian hukum 

berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pengganti 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya 

disebut UUJN-P), merupakan: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

																																																													
1	Sjaifurrachman. Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Jakarta: 
Mandar Maju, 2011), hlm. 4	
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autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”  

Kepastian hukum yang diberikan oleh Notaris terletak pada produk hukum 

yang dihasilkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris yaitu berupa akta autentik. 

Definisi mengenai akta autentik ditemukan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata) yang berbunyi: “Suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat dimana akta dibuatnya”, dari definisi tersebut, terlihat bahwa suatu akta 

autentik  dalam pembuatannya diatur dalam undang-undang khusus yaitu UUJN-P. 

Pembuatan akta autentik merupakan kewenangan Notaris sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang bunyinya: 

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”  

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi. Menurut Abdulkadir 

Muhammad, untuk dapat dikategorikan sebagai profesi yaitu2: 

a. Adanya spesialisasi pekerjaan; 

b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan; 

c. Bersifat tetap dan terus menerus; 
																																																													
2 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.58 
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d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan; 

e. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi; 

f. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi. 

Notaris dikatakan sebagai profesi karena dalam menjalankan profesi tersebut, 

Notaris harus mempunyai keahlian dan keterampilan yaitu mengenai pembuatan akta 

autentik. Keahlian dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pendidikan 

kenotariatan. Keahlian dan keterampilan Notaris yaitu berkaitan dengan pemahaman 

mengenai suatu perundang-undangan untuk dapat diaplikasikan dalam pembuatan 

akta autentik, sehingga akta autentik tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti 

yang sempurna yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang ada di 

akta tersebut. Hal ini juga yang mendasari Notaris dalam menjalankan jabatannya 

Notaris dituntut untuk berpedoman pada asas kepastian hukum yang merupakan salah 

satu asas dalam pelaksanaan jabatan Notaris.  

Asas kepastian hukum yang dimaksud yaitu3 Notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang 

berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam 

akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada 

para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat 

dijadikan pedoman para pihak.  

																																																													
3	Jurnal Hukum& Pembangunan 49 No.1 (2019) ,Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, Kedudukan 
Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law,), hlm.198	
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Keahlian dan keterampilan dalam pembuatan akta autentik diperoleh melalui  

pendidikan khusus yaitu pendidikan Magister kenotariatan dan program magang 

selama 2 (dua) tahun dikantor Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 UUJN-P 

tentang syarat pengangkatan Notaris. 

Notaris sebagai sebuah profesi, maka memiliki kode etik profesi yang harus 

dipatuhi. Kode etik adalah4 suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau 

kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam 

menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan 

mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Kode etik merupakan rangkaian 

peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pada bidang profesi tertentu. Dalam hal ini 

Notaris memiliki Kode Etik Notaris. 

Pelaksanaan jabatan Notaris sebagai sebuah profesi berada di satu naungan 

organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disebut INI). INI 

merupakan suatu organisasi Notaris yang dibentuk untuk mengawasi dan melakukan 

pembinaan terhadap perilaku jabatan Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada 

Pasal 82 UUJN-P.  

INI sebagai suatu organisasi profesi Notaris menghasilkan produk hukum 

yaitu Kode etik Notaris. Kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, pedoman 

moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang 

diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat 

																																																													
4	Liliana Tedjosaputri. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. (Yogyakarta: Bigraf 
Publishing, 1994), hlm. 5	
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umum khususnya dalam bidang pembuatan akta5. Pengertian Kode etik yang 

terkandung pada Pasal 1 butir 2 Perubahan Kode etik Notaris Kongres Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yaitu: 

“Kode etik notaris dan selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral 
yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya 
akan disebut ‘Perkumpulan’ berdasarkan keputusan kongres perkumpulan 
dan/ atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib 
ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang 
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para 
Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.” 

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan yaitu membuat 

akta autentik. Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yaitu berwenang 

untuk memberikan penyuluhan hukum, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 15 ayat 

(2) huruf E UUJN-P yang bunyinya: “Notaris berwenang memberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.  

Pengertian penyuluhan hukum ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR. 08.10 Tahun 2006 

Tentang Pola Penyuluhan Hukum (untuk selanjutnya disebut Permenkumham Tahun 

2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Permenkumham 

Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan hukum6:  

“Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan 
pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat 

																																																													
5 Ibid, hlm. 29 
6 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Psl 1 butir 
1 
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sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh 
terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi 
tegaknya supremasi hukum.” 

Mengenai bentuk pemberian penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris, 

UUJN-P tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk penyuluhan hukum yang 

diperbolehkan dan yang dilarang dalam pelaksanaan jabatan Notaris seperti apa.  

 Perkembangan era digital khususnya teknologi dibidang informasi dan 

komunikasi menghadirkan media sosial sebagai suatu sarana baru dalam 

berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Pengertian media sosial Menurut 

Nasrullah adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual7. 

Pemanfaatan teknologi merupakan hak bagi setiap orang, sebagaimana 

diamanatkan pada Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa UUD 1945 menjamin bahwa 

setiap orang berhak untuk memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi yang 

berkembang, tidak terkecuali Notaris. 

																																																													
7 Nasrullah.Rulli, Media Sosial: Persfektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi,(Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media,2016), hlm.13 
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Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan jabatan 

Notaris terletak pada kegiatan pendaftaran perseroan terbatas melalui Sistem 

Adiministasi Badan Hukum atau yang disebut dengan sisminbakum, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas bahwa8:  

“Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pendiri bersama-
sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem 
admininstari badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi 
format isian…..” 

selanjutnya dalam ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan: “Dalam hal pendiri tidak 

mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 

Pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris”.  

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang melakukan 

pendaftaran perseroan terbatas hanya dapat dilakukan oleh pendiri atau Notaris. 

Selain dari pada itu, dalam UUJN-P sendiri juga menjelaskan bahwa Notaris 

memiliki kewenangan lainnya yaitu dalam mensertifikasi transaksi elektronik atau 

yang dikenal dengan istilah cyber notary sebagaimana yang terdapat dalam 

penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Sehingga dapat dikatakan, sedikit demi sedikit 

pelaksanaan jabatan Notaris sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 

yang berkembang saat ini. 

																																																													
8 Psl 9 ayat 2 UUPT; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi 

dibidang informasi dan komunikasi menghadirkan media sosial sebagai alat 

komunikasi dan penyebaran informasi. Pemanfaatan teknologi merupakan hak bagi 

setiap orang sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, tidak 

terkecuali Notaris. Media sosial memiliki fungsi untuk membangun profil publik dan 

menyebarkan informasi yang ingin disampaikan oleh pengguna media sosial. 

Praktiknya terdapat beberapa Notaris yang memanfaatkan media sosial khususnya 

Instagram dengan menghadirkan konten yang berisi informasi atau pengetahuan 

dibidang kenotariatan, sebagai contoh mengenai syarat-syarat pendirian perseroan 

terbatas, syarat-syarat pembuatan perjanjian kawin dengan menyertakan nama dan 

jabatannya sebagai Notaris untuk menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan 

informasi atau pengetahuan tersebut. Terkait dengan informasi yang diberikan 

melalui konten Instagram tersebut, penulis sendiri secara pribadi merasa terbantu 

dengan adanya konten tersebut, karena dapat menambah wawasan atau pengetahuan 

penulis.  

Dalam media sosial Instagram tersebut selain menghadirkan informasi dan 

pengetahuan dibidang kenotariatan,  terlihat juga adanya informasi mengenai data diri 

Notaris yang memanfaatkan media sosial tersebut, antara lain berisi nama dan jabatan 

beserta dengan wilayah kedudukannya, serta alamat kantor, alamat email serta nomor 

telefon.  

Berkaitan dengan tindakan Notaris tersebut dalam memberikan informasi dan 

pengetahuan dibidang kenotariatan, hal tersebut dapat disinyalir yang bersangkutan 
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telah memberikan penyuluhan hukum secara online yaitu melalui media sosial 

sebagaimana kegiatan pemberian penyuluhan hukum merupakan salah satu 

kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Huruf E UUJN-P. Namun 

disisi lain tindakan Notaris tersebut yang memberikan penyuluhan hukum dengan 

menyertakan nama dan jabatannya untuk menunjukkan kapasitanya dalam 

memberikan penyuluhan hukum dapat disinyalir melakukan publikasi atau promosi 

Notaris yang dilarang dalam Pasal 4 ayat (3) Kode etik Notaris, sebagaimana 

dijelaskan bahwa:  

“Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun 
secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 
menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik dalam bentuk: 

a. Iklan; 
b. Ucapan selamat; 
c. Ucapan terimakasih; 
d. Kegiatan pemasaran; 
e. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga.”  

Kode etik Notaris tidak menjelaskan secara jelas mengenai definisi dari 

tindakan yang dianggap sebagai publikasi atau promosi diri. Publikasi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI) dapat diartikan sebagai 

pengumuman atau penerbitan. Publikasi/ publisitas menurut Basu Swastha 

mendefinisikan publisitas sebagai9 “Sejumlah informasi tentang seseorang, barang, 

atau organisasi yang disebar luaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut 

biaya, atau tanpa pengawasan dari sponsor”. Menurut H. Indriyo Gitosudarmo 

																																																													
9	Basu Swastha Darmesta, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta:Liberty,2002), hlm.273	
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publikasi adalah10 “suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat 

secara cepat, sehingga disebut sebagai suatu usaha untuk mensosialisasikan atau 

memasyarakatkan suatu produk”.   

Promosi berdasarkan KBBI memiliki arti yaitu: kenaikan pangkat; naik 

pangkat; hal memperoleh gelar doktor; pemberian gelar doktor yang dilakukan 

dengan ucapan khusus; perkenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang dan 

sebagainya); reklame. Promosi menurut Tjiptono pada hakikatnya adalah “suatu 

komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”11. Promosi menurut Pasal 1 butir 6 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk 

selanjutnya disebut UUPK) adalah: “Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 

informasi suatu barang dan/ atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 

barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mengenai 

publikasi dan promosi. Menurut penulis publikasi merupakan suatu tindakan hanya 

sebatas kepada pemberian informasi mengenai seseorang, barang ataupun organisasi 

tertentu agar diketahui secara luas oleh masyarakat. Promosi merupakan suatu 

tindakan kelanjutan dari kegiatan publikasi yaitu adanya usaha untuk membujuk atau 
																																																													
10	Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Cetakan Keenam, (Yogyakarta: BPFE), 
hlm.240	
11 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi Ketiga Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Andi 
Offset,2001), hlm.219	
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mempengaruhi orang lain. Kegiatan promosi umumnya digunakan dalam rangka 

untuk memajukan suatu kegiatan usaha dengan cara-cara tertentu seperti 

menginformasikan suatu barang atau jasa bahkan informasi mengenai seseorang atau 

sebuah organisasi agar diketahui secara luas di masyarakat. 

Tindakan Notaris yang memanfaatkan media sosial tersebut, yang 

mencantumkan nama dan jabatannya dalam memberikan penyuluhan hukum di media 

sosial, dalam prakteknya banyak penulis temui notaris-notaris lainnya yang 

melakukan tindakan serupa, yang dapat dengan mudah kita jumpai dengan mengetik 

kata “#Notaris/PPAT” pada kolom search yang disediakan di aplikasi media sosial 

Instagram, sehingga akan menampikan nama-nama dari Notaris yang bersangkutan. 

Selain itu, dengan adanya pandemi covid 19, dimana setiap orang diwajibkan untuk 

berada dirumah dan meminimalisir kegiatan secara tatap muka dengan jumlah besar. 

Beberapa Notaris memanfaatkan media sosial untuk memberikan penyuluhan hukum 

melalui seminar-seminar yang dilakukan secara online menggunakan media sosial/ 

media elektronik seperti zoom meeting dengan menerangkan dirinya sebagai Notaris 

untuk menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut.  

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode etik Notaris yang 

menerangkan bahwa Notaris dilarang mencantumkan nama dan jabatannya karena 

dianggap atau disinyalir melakukan publikasi atau promosi Notaris, maka dapat 

dilihat adanya kesenjangan antara Pasal 4 ayat (3) Kode etik Notaris dengan peristiwa 

atau fakta hukum yang ada di masyarakat saat ini terutama dengan perkembangan 

teknologi. 
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Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya12. Pengawasan 

terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, namun dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan tersebut, terdapat 2 (dua) lembaga pengawas yang berwenang untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan Kode etik Notaris, yaitu Majelis 

Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris 

merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh Menteri untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris baik dalam ruang lingkup UUJN 

maupun Kode etik Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 67 ayat (2) dan 

ayat (3) UUJN-P, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh organisasi INI dalam melakukan pengawasan dalam ruang lingkup 

Kode etik Notaris13. 

Kondisi perkembangan era digital dibidang teknologi informasi dan 

komunikasi yang saat ini berkembang, peraturan UUJN-P dan Kode etik notaris 

dinilai belum mengatur atau mewadahi mengenai perkembangan era digital  terutama 

dalam pemanfaatan teknologi seperti media sosial bagi Notaris  dalam memberikan 

penyuluhan hukum dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang untuk menghindari 

tindakan yang tergolong publikasi dan promosi Notaris dalam memanfaatkan 

																																																													
12	Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,1987), hlm.53. 
13	Ikatan Notaris Indonesia,Perubahan  Kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 
Banten,29-30 Mei 2015, Pasal 1 butir 8	
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teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial. Penerapan sanksi atau 

akibat hukum atas pelanggaran Kode etik Notaris dan UUJN-P menjadi tidak efektif 

yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan akan berakibat pada peran Majelis 

Pengawas Notaris sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan 

memberikan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Maka dari 

itu penelitian ini akan menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang melakukan 

publikasi Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum di media sosial sebagai 

akibat dari perkembangan era digital, dan bagaimana peran pengawasan Majelis 

Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan publikasi di era digital ditinjau 

dari UUJN-P. 

Penulis sadar bahwa topik pembahasan yang penulis angkat mungkin 

memiliki kemiripan dengan para alumni mahasiswa Universitas Pelita Harapan 

(UPH) atau bahkan dengan rekan mahasiswa kenotariatan universitas lainnya. Namun 

berdasarkan hasil pemeriksaan yang penulis lakukan, sejauh ini penulis hanya 

mendapatkan kemiripan judul saja. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: “ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI 

NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM MELALUI 

MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS 

DAN KODE ETIK NOTARIS”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

mempermasalahkan mengenai: 

1. Bagaimana akibat hukum publikasi Notaris dalam memberikan 

penyuluhan hukum melalui media sosial ditinjau dari UUJN-P dan Kode 

etik Notaris?  

2. Bagaimana peran pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap 

kegiatan publikasi Notaris di media sosial?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan ilmu hukum terakit dengan paradigma science as a process 

(ilmu sebagai proses), khususnya di bidang kenotariatan adalah untuk 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai akibat hukum terhadap Notaris 

yang melakukan publikasi dalam memberikan penyuluhan hukum di media sosial 

dan bagaimana peran pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap kegiatan 

publikasi Notaris dimedia sosial. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Disamping tujuan umum tersebut di atas, Penelitian ini secara spesifik diharapkan 

mampu : 

a. Menganalisis akibat hukum terhadap kegiatan publikasi Notaris dalam 

memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial. 
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b. Mendapatkan gambaran yang utuh memgenai bagaimana peran dan 

pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap kegiatan Notaris dalam 

memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dalam melakukan 

publikasi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada 

khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis, secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

di bidang perdata, lebih spesifik kenotariatan untuk mengetahui bentuk-bentuk 

tindakan yang dikategorikan publikasi Notaris yang dilarang dalam Kode etik 

Notaris dalam pemanfaatan teknologi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis, secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar 

menjaga kehormatan jabatannya dan kehormatan perkumpulan organisasi profesi 

Notaris, terutama mengenai pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan jabatan 

Notaris yang sesuai dengan UUJN-P dan Kode etik Notaris.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memberikan gambaran secara garis 

besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap bab, dengan sistematika 

penulisan yang terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas bagian Pendahuluan yang berisikan Das 

Sollen dan Das Sein atas masalah yang akan diteliti, serta informasi 

yang bersifat umum dan menyeluruh. Pendahuluan penelitian ini 

memiliki sub-sub bab seperti: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka akan membahas Landasan Teori dan Landasan 

Konseptual, yang terdiri dari berbagai macam materi kepustakaan dan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, 

diantaranya adalah tinjauan umum mengenai Notaris, Pengawasan 

terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi khususnya perkembangan media sosial 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pengganti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), dan landasan konseptual tentang 

publikasi dan promosi.  
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BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM 

Metode penelitian ini membahas bagian Metode Penelitian hukum 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis 

penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, analisis penelitian, 

serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian 

melalui hasil penelitian tersebut akan dihasilkan sebuah pembahasan/ 

jawaban untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang digabungkan dengan teori-

teori yang terdapat pada bab 2. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai Penutup Penelitian yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran-saran yang praktis sebagai jawaban atas 

rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini dan diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi 

pelaksanaan jabatan Notaris dalam memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang berkembang. 

	


